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BUPATI LUWU 
PROVINS! SULAWESI SELATAN 

PERATURAN DAERAH KABUPATEN LUWU 

NOMOR 

TENTANG 

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH 
TAHUN ANGGARAN 2026 

DENGAN RAHMAT TU HAN YANG MAHA ESA 

BUPATI LUWU, 

a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 3 1 1  ayat ( 1 )  
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 
Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa 
kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 
Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah 
Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang 
Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang dan Pasal 23 ayat (4) 
Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang 
Pengelolaan Keuangan Daerah, Kepala Daerah wajib 
mengajukan Rancangan Peraturan Daerah tentang 
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah kepada Dewan 
Perwakilan Rakyat Daerah untuk memperoleh Persetujuan 
Bersama; 

b. bahwa Rancangan Peraturan Daerah tentang Anggaran 
Pendapatan dan Belanja Daerah yang diajukan 
merupakan perwujudan dari Rencana Kerja Pemerintah 
Daerah Tahun 2026 yang dijabarkan ke dalam Kebijakan 
Umum Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah serta 
Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara yang telah 
disepakati antara Pemerintah Daerah dengan Dewan 
Perwakilan Rakyat Daerah Tahun Anggaran 2026; 

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud 
dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan 
Daerah ten tang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah 
Tahun Anggaran 2026; 

1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik 
Indonesia Tahun 1945; 

2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011  tentang 
Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 82, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 5234) sebagaimana telah diubah beberapa kali, 
terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 
tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 
Tahun 2 0 1 1  tentang Pembentukan Peraturan 
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Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 4286); 

3. Undang-Undang Nomor 146 Tahun 2024 tentang 
Kabupaten Luwu di Provinsi Sulawesi Selatan (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 332, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 7038); 

4. Peraturan Pemerintah Nomor 7 1  Tahun 2010 tentang 
Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165); 

5. Peraturan Pemerintah Nomor 12  Tahun 2019 tentang 
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322); 

6.  Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 
tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita 
Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036), 
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri 
Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan 
atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 
Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah 
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 
Nomor 157); 

7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 
tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah 
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 
Nomor 1781) ;  

8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 14 Tahun 2025 
tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan 
Belanja Daerah Tahun Anggaran 2026 (Berita Negara 
Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 727); 

Dengan Persetujuan Bersama 

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN LUWU 
dan 

BUPATI LUWU 

Menetapkan 

MEMUTUSKAN: 

PERATURAN DAERAH TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN 
DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2026. 

Pasal 1 

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan: 

1 .  Daerah adalah Kabupaten Luwu. 

2 .  Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerinta.han oleh 
pemerintah daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) menurut 
asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi 
seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik 
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Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara 
Republik Indonesia Tahun 1945. 

Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara 
Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan 
yang menjadi kewenangan daerah otonom. 

Daerah otonom selanjutnya disebut daerah adalah kesatuan masyarakat 
hukum yang mempunyai batas-batas wilayah yang berwenang mengatur 
dan mengurus urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat 
setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat 
dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia. 

Bupati adalah Bupati Luwu. 

Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Luwu. 

Keuangan Daerah adalah semua hak dan kewajiban daerah dalam rangka 
penyelenggaraan pemerintahan daerah yang dapat dinilai dengan uang 
termasuk didalamnya segala bentuk kekayaan yang berhubungan dengan 
hak dan kewajiban daerah tersebut. 

Peraturan Daerah adalah Peraturan yang dibentuk oleh DPRD dengan 
persetujuan bersama Kepala Daerah. 

Pengelolaan Keuangan Daerah adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi 
perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, 
pertanggungjawaban, dan pengawasan keuangan daerah. 

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat 
APBD adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan daerah yang 
dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Daerah dan DPRD, dan 
ditetapkan dengan Peraturan Daerah. 

Penerimaan Daerah adalah uang yang masuk ke kas daerah. 

Pengeluaran Daerah adalah uang yang keluar dari kas daerah. 

Pendapatan Daerah adalah hak pemerintah daerah yang diakui sebagai 
penambah nilai kekayaan bersih. 

Belanja Daerah adalah kewajiban pemerintah daerah yang diakui sebagai 
pengurang nilai kekayaan bersih. 

Surplus Anggaran Daerah adalah selisih lebih antara pendapatan daerah 
dan belanja daerah. 
Defisit Anggaran Daerah adalah selisih kurang antara pendapatan daerah 
dan belanja daerah. 
Pembiayaan Daerah adalah semua penerimaan yang perlu dibayar kembali 
dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun 
anggaran yang bersangkutan maupun pada tahun-tahun anggaran 
berikutnya. 
Sisa Lebih Perhitungan Anggaran yang selanjutnya disingkat SiLPA adalah 
selisih lebih realisasi penerimaan dan pengeluaran anggaran selama 
1 ( satu) periode anggaran. 
Pinjaman Daerah adalah semua transaksi yang mengakibatkan daerah 
menerima sejumlah uang atau menerima manfaat yang bernilai uang dari 
pihak lain sehingga daerah dibebani kewajiban untuk membayar kembali. 
Piutang Daerah adalah jumlah uang yang wajib dibayar kepada pemerintah 
daerah dan/ atau hak pemerintah daerah yang dapat dinilai dengan uang 
sebagai akibat perjanjian atau akibat lainnya berdasarkan peraturan 
perundang-undangan atau akibat lainnya yang sah. 
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2 1 .  Utang Daerah adalah jumlah uang yang wajib dibayar pemerintah daerah 
dan/atau kewajiban pemerintah daerah yang dapat dinilai dengan uang 
berdasarkan peraturan perundang-undangan, perjanjian, atau 
berdasarkan sebab lainnya yang sah. 

22. Dana Cadangan adalah dana yang disisihkan untuk menampung 
kebutuhan yang memerlukan dana relatif besar yang tidak dapat dipenuhi 
dalam satu tahun anggaran. 

23. Dana Perimbangan adalah dana yang bersumber dari penerimaan APBN 
yang dialokasikan kepada Daerah untuk membiayai kebutuhan Daerah 
dalam rangka pelaksanaan Desentralisasi. 

24. Dana Alokasi Umum adalah dana yang berasal dari APBN yang 
dialokasikan dengan tujuan pemerataan kemampuan keuangan antar­ 
Daerah untuk membiayai kebutuhan pengeluarannya dalam rangka 
pelaksanaan Desentralisasi. 

25. Dana Alokasi Khusus adalah dana yang berasal dari APBN yang 
dialokasikan kepada Daerah untuk membantu membiayai kebutuhan 
tertentu. 

26. Investasi adalah penggunaan aset untuk memperoleh manfaat ekonomis 
seperti bunga, dividen, royalti, manfaat sosial dan/atau manfaat lainnya 
sehingga dapat meningkatkan kemampuan pemerintah dalam rangka 
pelayanan kepada masyarakat. 

27. Anggaran Kas adalah dokumen perkiraan arus kas masuk yang bersumber 
dari penerimaan dan perkiraan arus kas keluar untuk mengatur 
ketersediaan dana yang cukup guna mendanai pelaksanaan kegiatan 
dalam setiap periode. 

28. Pajak Daerah yang selanjutnya disebut Pajak adalah kontribusi wajib pajak 
kepada Daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat 
memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan 
imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan Daerah bagi 
sebesar-besamya kemakmuran rakyat. 

29. Retribusi Daerah yang selanjutnya disebut Retribusi adalah pungutan 
Daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang 
khusus disediakan dan/ atau diberikan oleh Pemerintah Daerah 
kepentingan orang atau Badan. 

30. Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disingkat ASN adalah profesi 
bagi pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja 
yang bekerja pada instansi pemerintah. 

3 1 .  Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja yang selanjutnya disingkat 
PPPK adalah warga negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, yang 
diangkat berdasarkan perjanjian kerja dalamjangka waktu tertentu dalam 
rangka melaksanakan tugas pemerintahan. 

Pasal 2 

( 1 )  APBD tahun anggaran 2026 terdiri atas: 
a. Pendapatan Daerah; 

b. Belanja Daerah; dan 
c. Pembiayaan Daerah. 
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Pasal 5 

(1 )  Anggaran pendapatan transfer sebagaimana dimaksud dalarn Pasal 3 
huruf b direncanakan sebesar Rpl.124.618.268.328,00 (satu triliun 
seratus dua puluh empat miliar enam ratus delapan belas juta dua ratus 
enam puluh delapan ribu tiga ratus dua puluh delapan rupiah) yang terdiri 
atas: 
a. pendapatan transfer pemerintah pusat; dan 
b. pendapatan transfer antar daerah. 

(2) Anggaran pendapatan transfer pemerintah pusat sebagaimana dimaksud 
pada ayat (1 )  huruf a, direncanakan sebesar Rpl.069.555.925.000,00 (satu 
triliun enam puluh sembilan miliar lima ratus lima puluh lima juta 
sembilan ratus dua puluh lima ribu rupiah). 

(3) Anggaran pendapatan transfer antar daerah sebagaimana dimaksud pada 
ayat ( 1 )  huruf b direncanakan sebesar Rp55.062.343.328,00 (lima puluh 
lima miliar enam puluh duajuta tiga ratus empat puluh tiga ribu tiga ratus 
dua puluh delapan rupiah). 

Pasal 6 

Anggaran lain-lain pendapatan daerah yang sah sebagaimana dimaksud dalam 
Pasal 3 huruf c direncanakan sebesar Rp26.396.395.705,00 (dua puluh enam 
miliar tiga ratus sembilan puluh enamjuta tiga ratus sembilan puluh lima ribu 
tujuh ratus lima rupiah) yang bersumber dari lain-lain pendapatan sesuai 
dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. 

Pasal 7 

Anggaran Belanja Daerah tahun anggaran 2026 sebagaimana dimaksud dalam 
pasal 2 ayat (1 )  huruf b direncanakan sebesar Rpl.424.031.115.227,80 (satu 
triliun empat ratus dua puluh empat miliar tiga puluh satu juta seratus lima 
belas ribu dua ratus dua puluh tujuh koma delapan puluh rupiah) yang terdiri 
atas: 
a. belanja operasi; 
b. belanja modal; 
c. belanja tidak terduga; dan 
d. belanja transfer. 

Pasal 8 

( 1 )  Anggaran belanja operasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf a, 
direncanakan sebesar Rpl.107.170.944.204,78 (satu triliun seratus tujuh 
miliar seratus tujuh puluhjuta sembilan ratus empat puluh empat ribu dua 
ratus empat koma tujuh delapan rupiah) yang terdiri atas: 
a. belanja pegawai; 
b. belanja barang dan jasa; 
c. belanja hibah; dan 
d. belanja bantuan sosial. 

(2) Anggaran belanja pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat (1 )  huruf a, 
direncanakan sebesar Rp678.892.956.873,56 (enam ratus tujuh puluh 
delapan miliar delapan ratus sembilan puluh duajuta sembilan ratus lima 
puluh enam ribu delapan ratus tujuh puluh tiga koma lima puluh enam 
rupiah). 
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(3) Anggaran belanja barang dan jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1 )  
huruf b direncanakan sebesar Rp41 l.960.663.649,22 (empat ratus sebelas 
miliar sembilan ratus enam puluh juta enam ratus enam puluh tiga ribu 
enam ratus empat puluh sembilan koma dua puluh dua rupiah). 

(4) Anggaran belanja hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1 )  huruf c 
direncanakan sebesar Rp16.235.323.682,00 (enam belas miliar dua ratus 
tiga puluh lima juta tiga ratus dua puluh tiga ribu enam ratus delapan 
puluh dua rupiah). 

(5) Anggaran belanja bantuan sosial sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1 )  
huruf d direncanakan sebesar Rp82.000.000,00 (delapan puluh dua juta 
rupiah). 

Pasal 9 

( 1 )  Anggaran belanja modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf b 
direncanakan sebesar Rp81.095.294.403,02 (delapan puluh satu miliar 
sembilan puluh limajuta dua ratus sembilan puluh empat ribu empat ratus 
tiga koma nol dua rupiah) yang terdiri atas: 
a. belanja modal peralatan dan mesin; 
b. belanja modal bangunan dan gedung; 
c. belanja modal jalan, jaringan, dan irigasi; 
d. belanja modal aset tetap lainnya; dan 
e. belanja modal aset lainnya. 

(2) Anggaran belanja modal peralatan dan mesin sebagaimana climaksud pada 
ayat (1 )  huruf a direncanakan sebesar Rp22.787.230.052,00 (dua puluh 
dua miliar tujuh ratus delapan puluh tujuh juta dua ratus tiga puluh ribu 
lima puluh dua rupiah). 

(3) Anggaran belanja modal bangunan dan gedung sebagaimana dimaksud 
pada ayat ( 1 )  huruf b direncanakan sebesar RplS.382.773.948,00 (lima 
belas miliar tiga ratus delapan puluh dua juta tujuh ratus tujuh puluh tiga 
ribu sembilan ratus empat puluh delapan rupiah). 

(4) Anggaran belanja modal jalan, jaringan, dan irigasi sebagaimana dimaksud 
pada ayat (1 )  huruf c direncanakan sebesar Rp38.613 .931.507,02 (tiga 
puluh delapan miliar enam ratus tiga belas juta sembilan ratus tiga puluh 
satu ribu lima ratus tujuh koma nol dua rupiah). 

(5) Anggaran belanja modal aset tetap lainnya sebagaimana dimaksud pada 
ayat (1)  huruf d direncanakan sebesar Rp2.153.633.896,00 (dua miliar 
seratus lima puluh tigajuta enam ratus tiga puluh tiga ribu delapan ratus 
sembilan puluh enam rupiah). 

(6) Anggaran belanja modal aset lainnya sebagaimana dimaksud pada 
ayat (1 )  huruf e direncanakan sebesar Rp2.157.725 .000 ,00 (dua miliar 
seratus lima puluh tujuh juta tujuh ratus dua puluh lima ribu rupiah). 

Pasal 10 

Anggaran belanja tidak terduga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf c 
direncanakan sebesar Rp6.000.000.000,00 (enam miliar rupiah) yang 
diperuntukan untuk belanja tidak terduga. 
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Pasal 1 1  
( 1 )  Anggaran belanja transfer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf d 

direncanakan sebesar Rp229.764.876.620,00 (dua ratus dua puluh 
sembilan miliar tujuh ratus enam puluh empat juta delapan ratus tujuh 
puluh enam ribu enam ratus dua puluh rupiah) yang terdiri atas: 
a. belanja bagi basil; dan 
b. belanja bantuan keuangan. 

(2) Anggaran belanja bagi basil sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1 )  huruf a 
direncanakan sebesar Rpl 1.230.457.620,00 (sebelas miliar dua ratus tiga 
puluh juta empat ratus lima puluh tujuh ribu enam ratus dua puluh 
rupiah). 

(3) Anggaran belanja bantuan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1 )  
huruf b direncanakan sebesar Rp218 .534 .419.000,00 (dua ratus delapan 
belas miliar litna ratus tiga puluh empat juta empat ratus sembilan belas 
ribu rupiah). 

Pasal 12 
Anggaran Pembiayaan Daerah tahun anggaran 2026 sebagaimana dimaksud 
dalam Pasal 2 ayat ( 1) huruf c clirencanakan sebesar Rp26.211.875.000,80 (dua 
puluh enam miliar dua ratus sebelas juta delapan ratus tujuh puluh lima ribu 
koma delapan puluh rupiah) yang bersumber dari penerimaan pembiayaan. 

Pasal 13 
Anggaran penerimaan pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12  
direncanakan sebesar Rp26.211 .875 .000,80 (dua puluh enam miliar dua ratus 
sebelas juta delapan ratus tujuh puluh lima ribu koma delapan puluh rupiah) 
yang bersumber dari SiLPA tahun sebelumnya. 

Pasal 14 

(1 )  Selisih antara anggaran Pendapatan Daerah dengan anggaran Belanja 
Daerah mengakibatkan terjadinya Surplus/Defisit Anggaran Daerah 
sebesar Rp26.21 l.875.000,80 (dua puluh enam miliar dua ratus sebelas 
juta delapan ratus tujuh puluh lima ribu koma delapan nol rupiah). 

(2) Pembiayaan neto yang merupakan selisih penerimaan pembiayaan 
terhadap pengeluaran pembiayaan direncanakan sebesar 
Rp26.211 .875 .000 ,80 (dua puluh enam miliar dua ratus sebelas juta 
delapan ratus tujuh puluh lima ribu koma delapan puluh rupiah). 

Pasal 15 
(1 )  Dalam keadaan darurat termasuk keperluan mendesak, Pemerintah 

Daerah dapat melakukan pengeluaran yang belum tersedia anggarannya 
dan/atau pengeluaran melebihi pagu yang ditetapkan dalam Peraturan 
Daerah ini, yang selanjutnya dimasukan dalam perubahan APBD tahun 
anggaran 2026 sesuai dengan tata cara terlebih dahulu melakukan 
perubahan peraturan Bupati tentang penjabaran perubahan APBD, dan 
pemberitahuan kepada Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah 
selanjutnya disampaikan dalam laporan realisasi anggaran. 

(2) Keadaan darurat sebagaimana dimaksud pada ayat (1 ) ,  meliputi: 
a. bencana alam, bencana non-alam, bencana sosial dan/atau kejadian 

luar biasa; 
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b. pelaksanaan operasi pencarian dan pertolongan; dan/ atau 
c. kerusakan sarana/ prasarana yang dapat mengganggu kegiatan 

pelayanan publik. 

(3) Keperluan mendesak sebagaimana dimaksud pada ayat (1 )  meliputi: 
a. kebutuhan Daerah dalam rangka pelayanan dasar masyarakat yang 

anggarannya belum tersedia dalam tahun anggaran berjalan; 
b. Belanja Daerah yang bersifat mengikat dan belanja yang bersifat wajib; 
c. Pengeluaran Daerah yang berada diluar kendali Pemerintah Daerah dan 

tidak dapat diprecliksikan sebelumnya serta amanat peraturan 
perundang-undangan;dan/atau 

d. Pengeluaran Daerah lainnya yang apabila ditunda akan menimbulkan 
kerugian yang lebih besar bagi Pemerintah Daerah dan/ atau 
masyarakat. 

Pasal 16 

Uraian lebih Ian.jut APBD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 tercantum 
dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan 
Daerah ini, terdiri dari: 

1 .  Lampiran I Ringkasan APBD yang Diklasifikasi Menurut Kelompok 
dan Jenis, Pendapatan, Belanja, dan Pembiayaan; 

2. Lampiran II Ringkasan APBD yang Diklasifikasi menurut Urusan 
Pemerintahan Daerah dan Organisasi; 

3. Lampiran III Rincian APBD Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, 
Organisasi, Program, Kegiatan, Sub Kegiatan, Kelompok, 
Jenis Pendapatan, Belanja, dan Pembiayaan; 

4. Lampiran IV Rekapitulasi Belanja Menurut Urusan Pemerintahan 
Daerah, Organisasi, Program, Kegiatan Beserta Hasil dan 
Sub Kegiatan beserta Keluaran; 

5. Lampiran V Rekapitulasi Urusan Pemerintah Daerah dan Fungsi 
Dalam Kerangka Pengelolaan Keuangan Negara; 

6. Lampiran VI Rekapitulasi Belanja Untuk Pemenuhan Surat Perintah 
Membayar; 

7. Lampiran VII Sinkronisasi Program pada Rencana Pembangunan 
Jangka Menengah Daerah/Rencana Kerja Pemerintah 
Daerah dengan rancangan APBD; 

8. Lampiran VIII Sinkronisasi Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan pada 
Rencana Kerja Pemerinta.h Daerah dan Prioritas dan 
Plafon Anggaran Sementara dengan Peraturan Daerah 
tentang APBD; 

Sinkronisasi Program Prioritas Nasional dan Program 
Prioritas Provinsi; 

Daftar Perubahan Jumlah Pegawai Per Golongan dan Per 
Jabatan; 

Daftar Piutang Daerah; 

Daftar Penyertaan Modal Daerah dan Investasi Daerah 
Lainnya; 

Daftar Perkiraan Penambahan dan Pengurangan Aset 
Tetap Daerah dan Aset Lain Lain; 

9. Lampiran IX 

10 .  Lampiran X 

1 1.  Lampiran XI 

12 .  Lampiran XII 

13.  Lampiran XIII 



15.  Lampiran XV 
16. Lampiran XVI 
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Daftar Dana Cadangan; dan 
Daftar Pinjaman Daerah. 

Pasal 17 

Bupati rnenetapkan Peraturan Bupati tentang penjabaran APBD sebagai 
landasan operasional pelaksanaan APBD. 

Pasal 18 

Peraturan Daerah ini rnulai berlaku pada tanggal diundangkan. 

Agar setiap orang rnengetahuinya, rnemerintahkan pengundangan Peraturan 
Daerah ini dengan penernpatannya dalam Lernbaran Daerah Kabupaten Luwu. 

Ditetapkan di Belopa 
pada tanggal l D e s e b .  =< 

PATAHUDDING 

Diundangkan di Belopa 
pada tanggal l Deso 9.  e <  

Pj. SEKR ARIS DAERAH KABUPATEN LUWU, 

MUHAM AD RUDI 

LEMBAR. N DAERAH KABUPATEN LUWU TAHUN 2025 NOMOR 4 

NOMOR REGISTER PERATURAN DAERAH KABUPATEN LUWU, PROVINS! 
SULAWESI SELATAN : B . HK . 0 4 . 1 6 1 . 2 5  


